PIMPINAN DPRD KABUPATEN GARUT
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT

NOMOR: 100.3.2/7-DPRD/2025
TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS DPRD DALAM RANGKA

PENYUSUNAN DAN PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT TENTANG KODE ETIK
DAN RANCANGAN PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GARUT TENTANG TATA BERACARA BADAN KEHORMATAN

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT,

Menimbang

Mengingat

: a. bahwa untuk menjaga martabat kehormatan, citra, dan

kredibilitas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam
menjalankan tugas dan  wewenang sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah, perlu disusun kode etik;

. bahwa Badan Kehormatan dalam menjalankan tugas dan

wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-
undangan, dan untuk melakukan penegakkan Tata Tertib dan
Kode Etik, memerlukan suatu pedoman tata beracara;

. bahwa berdasarkan hasil Rapat Badan Musyawarah Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut tanggal 9 Mei
2025, telah disepakati penyusunan dan pembahasan
Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Garut sebagaimana dimaksud pada huruf a dan
huruf b dilaksanakan oleh Panitia Khusus DPRD.

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, huruf b dam huruf c, perlu menetapkan
Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut
tentang Pembentukan Panitia Khusus Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Garut Dalam Rangka Penyusunan
dan pembahasan Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Garut tentang Kode Etik dan
Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
kabupaten Garut tentang Tata Beracara Badan Kehormatan.

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali telah diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);



Memperhatikan

1.

2

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang
Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5104);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 32) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120
Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 157);

Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 2 Tahun 2014
Tentang  Pedoman = Pembentukan = Peraturan  Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Garut Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan
Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 2 Tahun 2014

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut
Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib (Lembaran Daerah
Kabupaten Garut Tahun 2025 Nomor ..... );

Hasil Rapat Kerja Badan Musyawarah Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Garut tanggal 9 Mei 2025; dan

Surat usulan keanggotaan Panitia Khusus DPRD dari Fraksi-
Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut
perihal usulan keanggotaan Pansus.



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GARUT TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA
KHUSUS DALAM RANGKA PENYUSUNAN DAN PEMBAHASAN
RANCANGAN PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN GARUT TENTANG KODE ETIK DAN
RANCANGAN PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH TENTANG TATA BERACARA BADAN
KEHORMATAN.

Membentuk Panitia Khusus dalam rangka penyusunan dan
pembahasan Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Garut Tentang Kode Etik dan Rancangan
Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut
tentang Tata Beracara Badan kehormatan dengan susunan
keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran
Keputusan ini;

Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu
bertugas:

1. Menyusun dan Membahas Rancangan Peraturan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut tentang Kode
Etik dan Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Garut Tata Beracara Badan Kehormatan

2. Melaporkan hasil pembahasannya melalui Rapat Paripurna

Tugas Panitia Khusus berakhir setelah Rancangan Peraturan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut tentang
Kode etik dan Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah tentang Tata Bercara Badan Kehormatan ditetapkan
dalam Rapat Paripurna DPRD;

Biaya pelaksanaan tugas Panitia Khusus sebagaimana
dimaksud dalam diktum Kedua dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Garut; dan

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Garut
pada tanggal 14 Mei 2025

KETUA DPRD KABUPATEN GARUT

ARIS MUNANDAR



LAMPIRAN 1

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN GARUT
NOMOR 100.3.2/7-DPRD/2025
TANGGAL 14 Mei 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS DALAM RANGKA PENYUSUNAN
DAN PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN GARUT TENTANG KODE ETIK DAN RANCANGAN
PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT
TENTANG TATA BERACARA BADAN KEHORMATAN

Ketua : Dindin Mauludin, S.Pd.l., M.M
Wakil Ketua : Hikmat Purjana

Anggota : 1. Suprih Rozikin, SH, MH
Aceng Latif, S.Pd

H. Iden Sambas, S.Pd,I
Asep Rahmat, S.Pd

Tatang Sumirat, S.IP

Rd. Muhamad Nizar, S.Pdi.
Hj. Intannia

Endang Saepudin

© 0 N o 0 & Wb

Putri Tantia, A.Md.Keb
10. Mamat Rahmat.

11. H. Muchtarul Wildan.

KETUA DPRD KABUPATEN GARUT

ARIS MUNANDAR






PIMPINAN DPRD KABUPATEN GARUT
PROVINSI JAWA BARAT

RANCANGAN

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT

NOMOR: Masih Kosong
TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS DPRD DALAM RANGKA
PENYUSUNAN DAN PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN GARUT TENTANG KODE ETIK DAN RANCANGAN PERATURAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT TENTANG TATA BERACARA BADAN

KEHORMATAN

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT,

Menimbang D a.
Mengingat 2 1.
Memperhatikan : 1.

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

dst
dst
dst.
MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GARUT TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS
DALAM RANGKA PENYUSUNAN DAN PEMBAHASAN RANCANGAN
PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GARUT TENTANG KODE ETIK DAN RANCANGAN
PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG
TATA BERACARA BADAN KEHORMATAN.

Membentuk Panitia Khusus dalam rangka penyusunan dan
pembahasan Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Garut Tentang Kode Etik dan Rancangan
Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut
tentang Tata Beracara Badan kehormatan dengan susunan
keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu
bertugas:

1. Menyusun dan Membahas Rancangan Peraturan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut tentang Kode Etik
dan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Garut Tata Beracara Badan Kehormatan

2. Melaporkan hasil pembahasannya melalui Rapat Paripurna

Tugas Panitia Khusus berakhir setelah Rancangan Peraturan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut tentang Kode etik dan
Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang

Rancangan Tata Bercara Badan Kehormatan ditetapkan dalam
Rapat Paripurna DPRD;

Biaya pelaksanaan tugas Panitia Khusus sebagaimana dimaksud
dalam diktum Kedua dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Garut; dan

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Garut
pada tanggal Masih Kosong

KETUA DPRD KABUPATEN GARUT

Belum Menandatangani
ARIS MUNANDAR



